WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Batam Tahun Anggaran 2012, maka perlu
ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3968);

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 3569);




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004
Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara -Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 64);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun
2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Kota Batam (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2001 Nomor 10 Seri B);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun
2001 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak
Ketiga kepada Pemerintah Kota Batam (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun
2006 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006
Nomor 01 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor
07 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun
2001 tentang Kebersihan di Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor
5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota
Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007
Nomor 6 Seri B); _

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organsasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 47);
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Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Daerah Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor
10);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 tahun
2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota
Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun
2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota batam Tahun 2007 Nomor
14);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun
2008 tentang Kepelabuhanan Di Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor
1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2011
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam
Nomor 80);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor S Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 75);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/
Atau Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 71);
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Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun
2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 73);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun
2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam
Nomor 74);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 75);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Menara (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 77);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun
2011 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 79);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Parkir (Lembaran daerah Kota Batam Tahun 2012
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Batam Nomor 81};

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor, Retribusi Terminal, Dan Retribusi Izin
Trayek (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Batam Nomor 83);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor
13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
(APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor
6);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Batam Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 1.406.976.455.675,00
b. Berkurang Rp. 6.077.643.027,37

Jumlah Pendapatan setelah Perubhahan Rp 1.400.898.812.547,63

2. Belanja
a. Semula Rp. 1.414.397.961.124,45
b. Bertambah Rp. 66.324.594.040,89

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.480.722.555.165,34
Defisit setelah Perubahan Rp. (79.823.742.517,71)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 18.987.521.449,45
2) Bertambah Rp. 71.514.445.923,14

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 90.501.967.372,59

b. Pengeluaran v o
1) Semula Rp. 11.566.016.000,00
2) Berkurang Rp. (887.791.145,12)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 10.678.224.854,88

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 79.823.742.517,71
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. 00,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran
peraturan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
ini.



Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota Batam ini dalam Berita

Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal ¥ September 2012

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal ¥ September 2012

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KOTA BAJAM
TAHUN 2012 NOMOR 2%



